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PERATI'RAI| GUBERIVI'R ITUSA TEI|GGARA TIUUR
ITOMOR b3 TAJilIN 2O2O

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR IOO TAHUN 2019 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DEIYGA"IT RAIIMAT TI'HAN YAI{G MAHA FSA
GI'BERI{I'R IYUSA TEI|GGARA TIUI'R,

Menirnbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor IOO Tahun 2Ol9 telah ditetapkan pedoman pelaksanaan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang
Pajak Daerah dan Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota tentang Retribusi Daerah;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor lS Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201I
tentang Pembentukan peraturan penrndang-Undangan,
menegaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan
pemantapan konsepsi Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten / Kota menjadi tugas dan wewenang Kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum;

c. bahwa dengan adanya perubahan prosedur pelalsanaan
harmonisasi, pcmbulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada
huruf b, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
l0O Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Retribusi Daerah,
perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor lOO Tahun 2019
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota tentang Retribusi Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9l; ty'



3' Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang pembentukan
peraturan perundang_Undangan (kmbaran ruEgara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan trribaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor lS i"h.rr, 2OLg tentangperufahal Atas Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentaniPembentukan per-aturaa perundang_Undangan (kmbarai
Negara Republik Indonesia Tahun zotb nomoilg3, Tambahankmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 639g);

4' undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesi"a Tahun 2014Nomor 244, Tarr;.bahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kari terakhir
dengan- Uldang_Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentangperubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang pemerintahan Daerah (tembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2o15 Nomor 5g, Tambahan Ieirbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor go rahun 2or5 tentangpembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana" telah diubah
dengan peraturan Menteri Dalam'ttegei Nomor r2o rahun20lg tentang perubahan Atas peraturan Menteri Daram Negeri
Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republili Indonesia Tahun 20lg Nomor
1s7l;

6. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 1o5 Tahun 2o16
tentang Elal, rasi Rancangan peraturan Daerah tentang pajak
Daerah dan- Rancangan peraturan Daerah tentang netritusi
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2080);

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor roo rahun2OI9 tentang Fasilitasi Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota se_provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2or9 Nomor roo);

MEUUTUSKAN:
teactaptan : PERATTIRAII ettBtRrIUR TElfralfc pERrIBArrAil arAs

PERATT'RAI{ GITBERI|T'R IYUSA TEIIGGARA TITI'R I|OUORlOO TAIII'I| 2OI9 TEI|TANG EVALUISI RAI|CAITGAIT
PERATURAIY DA.ERAII KABT'PATEIT/KOTA TEIVTAIYG PA^,AI(
DAERAH DAN RANCANGAIT PERATT'RA.IT DAERAII
KAEUPATEII/KOTA TEIITAITG RETRIBUSI DA.ERAII.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor loo
Tahun 2o19 tentang Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang
Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomoi
lOO), diubah sebagai berikut:
l. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 ditambahkan I (satu) hurufyakni hurufg, sehingga

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasd 5
(l) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Pajak Daerah dan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Retribusi Daerah
yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum
ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan
kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dilakukan evalwasi. (-



(2) Penyampaian Rancangan peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajakDaerah dan Rancangan peraturan 
, Dagrah k"Urrir"t.rrli<ot" tentangRetribusi Daerah sebigaimana dimaksud p"d. ;;;*iil'' meralui suratpermohonan evaluasi dari Bupati/walik.i" v""i-'atL*o"o, dengandokumen pendukung.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :a' Rancangan peratu!'an Daerah Kabu_pateniKota "tenal pqiak Daerahdan Rancangan peraturan oaeiah Kabupaten/Ko;l;;;"g RetribusiDaerah rangkap 6 (enam);
b' Keputusan DpRD-tentang erogr"m pembentukan peraturan Daerah;c' Keputusan 

.DpRD tentang persetujuan opno Jan gerita Acarapersetujuan irelg_na antara-eupati/Walik"t -a""bpni;'
d' Naskah Akademik, kecuari i"tt"ut g"', peraturan baerah tentangperubahan dan pencabutan peraturan Daerah;e' Dalam hal Rancangan peraturan Daerah [,,u"rt".r dilengkapi denganperaturan Daerah sebelumnva:f' Arsip Data computer dalam format teks fsoJt copg dalam format teksMicrosofi tlordl, dang. Surat keterangan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapankonsepsi Rancangan peraturan Daerah- xatupatenTiota dari KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi-N;;;,T;;;*. Timur.{4) Dalam hal dokumen, pendukung sebagarman_a dimaksud pada ayat (3) tidakdisampaikan secara rengkap, c;bern; melalui eiro FI;k; ;e-ngemualikansurat permoho":" dT_-q"-$men pendukung 

""U"g"i.u"" Jii"r."rra p"a"ayat (2) kepada Bupati/Walikota untuk dilenikapi.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

pag&l 8
(l) Dalam pelaksanaan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud daram pasal Zayat (1) huruf b, Gubernur mengundang:

a. Bupati/Walikota;
b. DPRD; dan
c. perancang peraturan perundang_undangan.

{2) selain mengundang Bupati/walikota, oFno dan perancang peraturanperundang-undangan sebag:imana dimaksud paaa' ayai fii C.rU..rr.r.dapat mengundang:
a. perangkat daerah terkait sesuai jenis peraturan Daerah

Kabupaten / Kota; dal / atau
b. tenaga ahli sesuai kebutuhan.

prsal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya daram Berita Daerah *ovinsi iusa Tenggara
llmur.
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